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Kegiatan Belajar 1. Pemetaan Administrasi dan Tempat Penting

Peta sebagaimana disebutkan dalam ICA (International Cartographic
Association) adalah sebagai suatu gambaran atau representasi dari unsur-unsur
kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi, atau yang berkaitan dengan
permukaan bumi ataupun terkait benda angkasa, pada umumnya digambarkan dalam
sebuah bidang datar dengan cara diperkecil menggunakan skala dan proyeksi tertentu.
Peta berdasarkan isi dapat dikategorikan menjadi dua yakni peta umum atau yang
disebut sebagai peta dasar dan peta khusus atau peta temattik. Beberapa contoh peta
dasar meliputi peta topografi, peta rupa bumi, peta dunia. Sementara beberapa peta
tematik meliputi peta penggunaan tanah, peta nilai tanah, peta kemampuan tanah,
peta kepadatan penduduk, dsb.

Peta administrasi merupakan peta yang di dalamnya berisi batas-batas
administrasi suatu wilayah dari batas terkecil yakni batas RT, batas dusun, batas desa,
batas kecamatan, batas kabupaten, batas provinsi dan batas negara. Peta ini biasanya
juga disebut sebagai Political Map. Sementara peta tempat penting merupakan peta
yang didalamnya berisi informasi tempat-tempat penting meliputi: kantor desa, kantor
kecamatan, puskesmas, kantor bupati, ibukota provinsi, ibukota negara serta
informasi yang menyajikan tempat penting lainnya.

Peta administrasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya dapat
diperoleh dari peta Rupa Bumi Indonesia ataupun dari peta lain yang bersumber
resmi sebagai contohnya peta administrasi yang dikeluarkan dari Kementerian Dalam
Negeri, Badan Informasi Geospasial, atau dapat pula diperoleh dari Kantor
Pemerintah tingkat Provinsi, Kantor Kabupaten, Kantor Kecamatan ataupun dapat
diperoleh dari Kantor Desa. Dalam menyusun peta administrasi harus disusun



berdasarkan kaidah kartografis dan mendasarkan pada aturan yang telah ditetapkan
peraturan perundangan yang berlaku.

Peta tempat penting ataupun peta administrasi dalam menyusun komposisi
peta dan isi peta harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan disesuaikan
dengan skala yang diinginkan. Pada peta dengan skala kecil tentunya informasi yang
disusun harus disesuaikan dengan isi peta dan informasi yang disajikan secara makro
tidak secara detail. Pada peta skala kecil unsur generalisasi terhadap beberapa
infomasi yang ada harus disederhanakan sehingga isi peta tidak menjadi ruwet dan
mampu memberikan informasi secara jelas. Sementara pada peta dengan skala besar
maka informasi tempat penting ataupun batas administrasi yang disajikan harus
secara detail. Kondisi inilah yang mempengaruhi sumber data dan sumber informasi
yang dibutuhkan untuk menyusun peta.

Isi dari Peta administrasi dan tempat — tempat penting adalah:

1. Batas administrasi: Batas Kecamatan, Batas Desa, Batas Padukuhan, Batas RW,
Batas RT;
Ibukota : Kecamatan, Desa, Padukuhan ;

Kantor Administrasi : Kecamatan, Desa, Padukuhan ;

Fasilitas Perkantoran: Kantor Desa, Kantor-kantor lainnya;
Fasilitas Pendidikan: PT, SLTA, SLTP, lainnya;

Fasilitas Sosial: TPU, TMP, Rumah Panti Asuhan, Panti Jompo, dll
Fasilitas Kesehatan: RSU,RSJ, RSB, Poliklinik, Puskesmas, dll

Fasilitas Peribadatan: Mesjid, Gereja, Vihara, Pura, Kelenteng;
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Fasilitas Perairan: Bendungan, Dermaga, Menara Suar, dll;
. Fasilitas Titik Kontrol: Titik GPS, TDT Orde 3, TDT Orde 4, dll;
. Fasilitas Tempat Pariwisata: Rekreasi Pegunungan, Budaya, dll;
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. Fasilitas Transportasi Darat: Terminal, stasiun, dll

. Fasilitas Pusat Energi Listrik: PLTA, PLTD, Gardu Induk Listrik,dll;

. Fasilitas Pusat Energi Minyak dan Gas: Sumber Gas Alam, Sumber Air Panas,
Sumber Bahan Bakar, dll;
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15. Fasilitas Pertambangan Mineral: Galian C, Tambang Lainnya:
16. Fasilitas Telekomunikasi: Warung Telkom, Kantor Pos, dll.
17. Fasilitas Pusat Bisnis dan Perdagangan: Pasar Tradisional, Toserba,
Supermarket, TPI, dll;
18. Fasilitas Olah Raga: Stadion, Lapangan Olah Raga, dll;
19. Fasilitas Lingkungan: TPA Sampah, TPA Limbah, Lainnya;
a. Fasilitas Sarana Pariwisata: Hotel, Restoran, Gedung Pertemuan,dll;
b. Fasilitas Keuangan: Kantor Bank, Kantor Pegadaian, ATM Bank, dll;
c. Fasilitas Industri: Industri Bahan Bangunan; Industri Pakaian, Industri

Pangan, Industri Makanan, dll;

Cara perolehan data untuk menyusun peta ini dapat dilakukan melalui survei
lapang atau dapat pula dilakukan secara tidak langsung. Pada peta dengan skala kecil
ataupun peta dengan skala menengah penyusunan dan bahan untuk membuat peta
dapat diperoleh dari peta RBI ataupun peta topografi. Sementara untuk peta skala
besar maka sumber data dapat diperoleh dari citra satelit resolusi tinggi (citra
quickbird, citra lkonos, citra worldview, dsb), UAV, Foto Udara dengan resolusi
tinggi sehingga informasi yang dihasilkan lebih detail. Perolehan data untuk
menyusun peta administrasi maupun tempat penting dapat pula dilakukan melalui
survei lapang. Hasil dari perolehan data melalui survei lapang secara keseluruhan
wilayah/lokasi dapat menghasilkan peta dengan tingkat kedetailan lebih rinci
sehingga mampu menghasilkan peta skala besar sebagai contohnya untuk menyusun
peta administrasi dengan tingkat batas RT, ataupun batas dusun dapat dilakukan
melalui kegiatan ini. Sementara untuk survei lapang dengan sistem pengambilan
sampel dilakukan untuk melakukan uji akurasi terhadap data-data yang sebelumnya
telah dilakukan interpretasi melalui citra ataupun melalui foto udara dan UAV.

Penyusunan peta administrasi maupun tempat penting dalam melakukan
visualisasi data/peta dilakukan dengan mengikuti panduan yang telah ditetapkan
dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian



ATR/BPN. Saat ini peta-peta administrasi tingkat desa yang ada di beberapa wilayah
khususnya di Jawa dan Kota-kota sudah tersedia dalam format SHP. Apabila peta
administrasi tidak tersedia dalam format SHP maka user dapat melakukan digitalisasi
peta melalui digitasi peta dengan menggunakan Arc-GIS, dengan melalui tahapan
pembuatan peta yakni melalui rektifikasi terlebih dahulu, selanjutnya dapat dilakukan
digitasi batas administrasi ataupun informasi tempat penting dengan memilih apakah
termasuk dalam line, polyline atau titik. Setelah tahapan tersebut dilakukan user
melakukan pengisian dan melengkapi data atribut. Untuk menyusun layout peta

user/pengguna menggunakan pedoman yang ada dalam NSPK.

Kegiatan Belajar 2. Pemetaan Wilayah Ketinggian

Peta Wilayah Ketinggian merupakan peta yang menyajikan tinggi rendah
tanah pada permukaan bumi, yang sangat penting untuk menentukan peruntukannya
yang tepat. Pemetaan wilayah ketinggian dilakukan dengan mengolah data spasial

dalam cakupan wilayah tertentu, membagi wilayah berdasarkan interval ketinggian.

Langkah-langkah kerja:

1. Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG
maupun internal BPN RI. Data dasar yang diperlukan meliputi :

batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,

layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,

layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau

data sekunder yang menunjukkan lokasi titik triangulasi.
2. Penyiapan survei tematik dilakukan dengan :

a. Pembuatan peta wilayah ketinggian tidak memerlukan survei karena yang
diperlukan adalah proses pengolahan data spasial untuk membagi wilayah
berdasarkan interval ketinggian.

b. Data dasar untuk membagi wilayah ketinggian yang paling baik adalah garis

kontur dengan angka ketinggiannya. Interval letak ketinggian adalah :



0-200m

200 -500 m

500 -800 m

800 —1.000 m
1.000 - 1.500 m
1.500 — 2.000 m
2.000 —3.000 m
Lebih dari 3.000 m

c. Garis batas atau delineasi ketinggian antar interval selanjutnya dibatasi
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dengan wilayah administrasi atau kotak blad hingga membentuk poligon
tertutup.
d. Setiap interval ketinggian merupakan poligon wilayah ketinggian dan diberi

notasi ID dan keterangan.

Kegiatan Belajar 3. Pemetaan Kemampuan Tanah

Peta kemampuan tanah merupakan pencerminan kapasitas fisik
lingkungan yang dicerminkan oleh keadaan topografi, tanah, hidrologi, dan iklim,
serta dinamika yang terjadi khususnya erosi, banjir dan sebaginya. Menurut Rustiadi
(2010) menjelaskan bahwa kombinasi faktor fisik status dan dinamik dapat digunakan
untuk menentukan kelas kemampuan tanah. Sementara Hardjowigeno dan
Widiatmaka (2007) menyampaikan bahwa dalam tingkat kelas kemampuan tanah
menunjukkan kesamaan dari besaran faktor-faktor/variable-variabel.

Kemampuan tanah adalah karakteristik fisik tanah yang menggambarkan
potensi tanah untuk tanaman. Yang disajikan pada peta kemampuan tanah bukan
klasifikasi kemampuan tanah, tetapi berisi unsur-unsur kemampuan tanah. Sehingga
dalam melakukan klasifikasi kemampuan tanah mencakup penilaian tanah secara
sistematik dan pengelompokkannya kedalam berbagai kategori berdasarkan sifat-sifat
yang merupakan potensi atau sifat penghambat dalam penggunaan tanah. Unsur
pembentuk karakteristik fisik tanah adalah lereng, kedalaman efektif tanah, tekstur,

faktor erosi, faktor drainase dan faktor pembatas lainnya. Lereng merupakan unsur



yang utama, yang akan mempengaruhi unsur kemampuan tanah lainnya yaitu
kedalaman efektif, tingkat erosi dan drainase.
1. Lereng

Lereng adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang
datar yang dinyatakan dalam persen (%) yang menunjukkan perbandingan antara
beda tinggi (antara kedua ujung lereng) dengan jarak proyeksi lereng. Hubungan
antara beda tinggi dan jarak proyeksi terhadap lereng dirumuskan sebagai berikut:

L =d/p X 100
Keterangan : L =lereng d =bedatinggi p = jarak proyeksi
Klasifikasi Lereng yang digunakan berdasarkan NSPK Direktorat

Pemetaan Tematik Tahun 2012 untuk peta skala 1:25.000, Skala 1:10.000
dan/atau lebih besar adalah:

Lereng: I = 0-2%
I = 28%

I = 8-15%

IV = 15-20%

V = 20-25%

VI = 25-30%

VIl = 30-40%

VIII = >40%

2. Kedalaman Efektif Tanah

Kedalaman efektif adalah tebalnya lapisan tanah dari permukaan tanah
sampai bahan induk atau sampai suatulapisan dimana perakaran tanaman
dapat/memungkinkan untuk menembus. Batas kedalaman efektif tanah ini bisa

berupa bahan induk padas, lapisan liat (cat clay), gambut, air tanah, dan lapisan
keras lainnya.



Klasifikasi Kedalaman Efektif yang digunakan berdasarkan NSPK
Direktorat Pemetaan Tematik Tahun 2012 untuk peta skala 1:25.000, Skala
1:10.000 dan /atau lebih besar adalah:

A =>150cm
B =90-150 cm
C =75-90cm
D =60-75cm
E =50-60 cm
F =30-50 cm
G =10-30cm
H=<10cm

3. Tekstur Tanah

Tekstur tanah adalah keadaan kasar halusnya tanah yang terjadi karena
perbandingan (komposisi) kandungan fraksi-fraksi penyusun tanah, yaitu : pasir,
debu, dan liat. Berdasarkan komposisinya membentuk sifat-sifat tanah yang
berbeda yang dapat dirasakan bila dipilin di antara ibu jari dan telunjuk.

Indikasi kelas tekstur tanah yang digunakan berdasarkan NSPK Direktorat
Pemetaan Tematik Tahun 2012 untuk peta skala 1:25.000, Skala 1:10.000 dan/
atau lebih besar adalah sebagai berikut:

1= Tekstur halus, jika tanah dapat dipilin sampai dengan garis tengah
mencapai 3 mm. Rasa seragam halus dan lengket di kedua permukaan
jari.

2 = Tekstur agak halus, jika tanah dapat dipilin tetapi banyak retak-retak bila
ditekan sebelum mencapai diameter 3 mm dan kalau digosok ada rasa
licin seperti sabun tetapi tidak menonjol.

3 =Tekstur sedang, jika tanah dipilin dan menghasilkan banyak retak-retak
sebelum mencapai garis tengah 3 mm dan ada rasa licin seperti sabun

yang menonjol atau lekat tetapi sedikit terasa kasar.



4 =Tekstur agak kasar, bila tanah sukar dipilin dan pecah sebelum mencapai
diameter 3 mm dan rasa kasar sudah menonjol.

5 =Tekstur kasar, jika tanah tidak dapat dipilin dan terasa kasar sekali.

4. Drainase

Drainase menunjukan lama dan seringnya tanah dalam kondisi jenuh air
kecepatan perpindahan air dari permukaan tanah dengan cara meresap atau
mengalir.

Indikasi kelas drainase yang digunakan berdasarkan NSPK Direktorat
Pemetaan Tematik Tahun 2012 untuk peta skala 1:25.000, Skala 1:10.000 dan
/atau lebih besar adalah sebagai berikut:

a = Porous

b = Tidak pernah tergenang

¢ = Tergenang periodik setelah hujan

d = Tergenang periodik kurang dari 1 - 3 bulan

e = Tergenang periodik 3 - 6 bulan

f = Tergenang terus-menerus > 6 bulan

5. Erosi
Erosi adalah pengikisan lapisan tanah oleh suatu kekeuatan atau aksi
yang mengakibatkan terangakat atau terkikisnya lapisan tanah ke lain tempat.
Erosi bisa terjadi pada daerah berlereng lebih dari 3%. Indikasi kelas erosi
sebagai berikut :
a. Tidak ada erosi (T) jika lapisan tanah bagian atas masih utuh, tidak terlihat
adanya erosi.
b. Ada erosi jika lapisan tanah lapisan atas terkikis yang tingkatannya dapat
ringan (slight erosion hazard), sedang (moderately severe erosion hazard),
berat (severe erosion hazard), dan sangat berat (very severe erosion

hazard). Penjelasan tingkat erosi ini sebagaimana dalam Tabel berikut:



Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Erosi

Kelas Besaran atau Diskripsi Notasi
Ringan (slight Tanah dalam : < 25% lapisan tanah atas El
erosion hilang dan/atau erosi alur pada jarak
hazard) 20-50 m.
Tanah dangkal : <25% lapisan tanah
atas hilang dan /atau erosi alur pada
jarak diatas 50 m. Di antara vegetasi
ada terlihat bekas erosi permukaan .
Sedang Tanah dalam: 25-75% lapisan tanah E2
(moderately atas hilang dan/atau erosi alur pada
severe erosion jarak kurang dari 20 m.
hazard) Tanah dangkal : 25-50 % lapisan tanah
atas hilang dan/atau erosi alur pada
jarak 20-50 m. Terlihat jelas bekas
erosi berupa alur.
Berat (severe Tanah dalam : lebih dari 75 % lapisan E3
erosion tanah atas hilang dan/atau erosi parit
hazard) dengan jarak 20 — 50m.
Tanah dangkal : 50-75% lapisan tanah
atas hilang . sudah terlihat 1 atau lebih
parit erosi dalam berbentuk V atau H
erosi parit.
Sangat berat Tanah dalam : semua lapisan tanah atas E4
(very severe hilang lebih dari 25 % lapisan tanah
erosion bawah dan/atau erosi parit
hazard) dengankedalaman sedang pada jarak

kurang dari 50 m.

Tanah dangkal : >75% lapisan tanah
atas telah hilang, sebagian lapisan tanah
bawah telah tererosi.Nampak seperti
mikro relief bergelombang sampai
berupa tanah longsor.

Sumber : NSPK Direktorat Pemetaan Tematik Tahun 2012 untuk Peta Skala

1:25.000, Skala 1:10.000 dan/atau lebih besar.




6. Faktor Pembatas
Disamping kelima unsur kemampuan tanah diatas, disuatu wilayah
mungkin masih akan ditemukan adanya faktor pembatas yang lain. Faktor
pembatas tersebut antara lain adalah :

a. Gambut : adalah tanah yang terbentuk dari bahan organik. Gambut tidak
diamati teksturnya, tetapi diamati tingkat kematangannya. Pengamatan
tingkat kematangan gambut di lapangan dilakukan dengan tangan, gambut
dalam keadaan basah. Tingkat kematangan gambut diamati pada
kedalaman kurang lebih 30 cm. kematangan gambut dapat digolongkan
dalam tiga kategori, yaitu :

1) Fibrik jika gambut belum matang yaitu ditandai oleh bahan asal
pembentuknya yang sedikit mengalami pelapukan sehingga masih
terlihat jelas.

2) Humik jika gambut setengah matang yang ditandai oleh bahan asal
pembentuknya telah mengalami pelapukan walaupun belum sempurna.

3) Saprik jika gambut telah matang yang ditandai oleh bahan asal
pembentuknya yang sudah tidak tampak karena telah mengalami
pelapukan sempurna.

Kedalaman atau ketebalan gambut diukur dari permukaan tanah hingga
bahan induk atau tanah mineral yang ada di bawahnya, sedangkan bentuk
permukaan gambut dibedakan antara gambut topogen dan gambut
ombrogen. Gambut topogen adalah gambut yang permukaannya lebih
rendah (di bawah) permukaan tanah sekitarnya, sedangkan gambut
ombrogen adalah gambut yang permukaannya lebih tinggi (di atas)
permukaan tanah sekitarnya (dome).

b. Tutupan batuan adalah adanya kerikil atau batu-batuan yang muncul di
permukaan tanah atau penampang tanah. Cara pengamatannya dengan
melihat luas permukaan tanah yang ditutupi dengan adanya batu-batuan.

Ukuran tutupan batuan adalah sebagai berikut :
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1) Sedikit jika 0 - 25% luas permukaan lahan ada tutupan batuan
2) Sedang jika 25% - 50% luas permukaan lahan ada tutupan batuan
3) Banyak jika lebih dari 50% luas permukaan lahan ada tutupan batuan.
c. Pengaruh air asin (kegaraman) adalah kandungan garam dalam tanah,
yang dicirikan adanya rasa asin dalam tanah atau adanya tanaman
indikator air asin seperti bakau, bluntas, sonneration sp, acanthes sp, dan
atau avicenia sp.
Penyusunan peta kemampuan tanah disusun melalui overlai beberapa peta
sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan skoring untuk memberikan

penilaian terhadap parameter-parameter terkait peta kemampuan tanah.

Kegiatan Belajar 4. Pemetaan Penggunaan Tanah

Peta penggunaan tanah meruapakan peta yang menyajikan bentuk
perwujudan usaha manusia dalam mengggunakan sumberdaya alam/tanah yang di
dalamnya terdapat komponen usaha, sementara penutup lahan merupakan bentuk
perwujudan fisik dari penggunaan yang direncanakan ataupun yang tidak terencana
(Rustiadi 2010). Penggunaan tanah diartikan oleh Arsyad (2000) sebagai setiap
bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap tanah dalam memenuhi
kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut Setiadi dan Danoedoro (2014) menjelaskan
bahwa penggunaan tanah merupakan hasil kegiatan manusia baik yang berlangsung
secara siklus atau permanen pada sumberdaya lahan alami maupun buatan untuk
pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Di sisi lain Malingreau (1978) menyampaikan
bahwa penggunaan tanah merupakan segala campur tangan manusia, baik secara
menetap ataupun berpindah-pindah terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan
sumber daya buata yang secara keseluruhan disebut tanah dengan tujuan untuk
mencukupi kebutuhan baik kebutuhan material maupun spiritual atau dapat pula
untuk memenuhi kebutuhan kedua-duanya.

Penggunaan tanah perlu dilakukan klasifikasi baik untuk kepentingan studi

ataupun untuk kepentingan inventarisasi. Klasifikasi ini perlu dilakukan untuk
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membagi-bagi kondisi yang ada menjadi unit-unit tertentu yang dapat diatur dan
dikelaskan. Dalam melakukan klasifikasi penggunaan tanah harus memenuhi
berbagai persyaratan yakni: kelas-kelas tersebut harus diberikan batasan yang tepat
dan keanekaragaman dalam kelas tersebut harus dibuat seminimal mungkin;
pemisahan anta kategori harus tegas; Kklasifikasi harus terbuka yang memungkinkan
penambahan kelas; proses pembuatan kategori harus diselaraskan dengan generalisasi
peta, klasifikasi diatur dalam sebuah hierarki aggregation sehingga dapat digunakan
pada tingkatan yang berbeda; dalam melakukan klasifikasi penggunaan tanah
hendaknya disesuaikan dengan tujuan pembuatan peta, pengumpulan data.

Di dalam menyusun klasifikasi penggunaan tanah apabila disajikan dalam
suatu peta antara lain: sesuai dengan kenyataan; sebutan dengan klasifikasi yang
harus bermakna jelas, memiliki tafsir tunggal, sederhana dan mudah dimengerti untuk
dikelompokkan, harus memperhatikan klasifikasi penggunaan tanah yang sudah ada
sebelumnya, symbol harus mudah dimengerti, diterima oleh umum, symbol harus
bermakna tunggal dan tidak ada duplikasi.

Pemetaan penggunaan tanah tentunya tidak terlepas dari proses inventarisasi
dan pengumpulan data serta penyajian data. Peta penggunaan tanah sudah banyak
disajikan oleh berbagai instansi, kementerian ataupun oleh berbagai akademisi.
Penyajian data penggunaan tanah tersebut kemungkinan pada daerah yang sama dapat
pula disajikan dengan Kklasifikasi penggunaan tanah yang berbeda, hal tersebut sangat
dipengaruhi oleh tujuan pembuatan peta penggunaan tanah, dipengaruhi oleh skala
yang dibuat serta penekanan kajian yang akan dilakukan (Ritohardoyo 2013). Di
dalam menyusun peta tersebut tentunya data menjadi prioritas utama/bahan dalam
menyusun peta. Cara pengumpulan data penggunaan tanah dapat dilakukan dengan
berbagai metode dapat dilakukan secara langsung melalui survei lapang, namun dapat
pula melalui desk studi atau dapat melalui interpretasi penggunaan tanah melalui
citra, UAV, foto udara. Beberapa cara perolehan data penggunaan tanah ini salah
satunya dipengaruhi oleh tujuan dan skala peta yang diinginkan. Penyusunan peta

penggunaan tanah untuk skala menengah dan skala kecil dapat dilakukan melalui
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interepretasi ataupun dapat diperoleh dari data-data sekunder. Sementara untuk
mendapatkan peta penggunaan tanah skala besar dan kajian yang lebih mendalam
setidaknya perlu dilakukan interpretassi citra resolusi tinggi dan disertai dengan
survei lapang untuk melakukan uji akurasi. Beberapa citra yang dapat dimanfaatkan
untuk menyususn peta penggunaan tanah skala besar/skala detai diantaranya adalah
citra quickbird dengan resolusi spasial hingga 60 cm, citra SPOT, citra Ikonos, Citra
wordviw, atau dapat pula memanfaatkan hasil perekaman dari UAV/Drone.

Di dalam menyajikan data-data penggunaan tanah hendaknya disertai dengan
beberapa informasi lain seperti batas administrasi, jaringan jalan, informasi tempat
penting, tubuh air/sungai/danau, dsb. Dengan informasi-informasi tersebut tentunya
akan memudahkan pengguna dalam memahami informasi dan penyajian data-data
penggunaan tanah yang tersaji dalam sebuah peta. Untuk menyusun peta penggunaan

tanah dapat menggunakan pedoman yang ada dalam NSPK tahun 2012

Kegiatan Belajar 5. Pemetaan Pemanfaatan Tanah

Peta Pemanfaatan tanah sangat berkolerasi dengan Peta Penggunaan Tanah karena
pemanfaatan tanah ini menambah nilai lebih dari penggunaan tanah tanpa merubah wujud
penggunaannya.lsi Peta Pemanfaatan adalah:

Pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi;
Pemanfaatan untuk kegiatan sosial;
Pemanfaatan campuran;

Pemanfaatan untuk tempat tinggal;
Tidak Ada Pemanfaatan.

A A

Langkah-langkah Kerja Pembuatan Peta Pemanfaatan Tanah
1. Persiapan dilakukan dengan merencanakan segi teknis, finansial dan legalitas
pekerjaan survei pemetaan tematik pemanfaatan tanah. Penyiapan data dasar

dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG maupun intern BPN RI.
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2. Data dasar yang diperlukan meliputi :

a.
b.
C.
d.

batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,
layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,
layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau

citra satelit/foto udara.

3. Penyiapan Survei Tematik dilakukan dengan :

a.

C.

Membuat peta kerja dengan menyalin atau mencetak peta dasar dengan latar

belakang citra satelit dimana unsur — unsur dasar harus terlihat jelas, seperti :

Jalan, rel

Sungai, irigasi

Batas Administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei)

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam
Membuat delineasi awal kelas pemanfaatan tanah dari citra satelit. Dasar

delineasi awal penggunaan tanah adalah Kklasifikasi baik dengan cara
visualisasi maupun metode unsupervised classication. Dari poligon
penggunaan tanah yang tentukan sampel yang akan dicek di lapang (ground
check). Setiap kelas pemanfaatan tanah ditentukan minimal 5 sampel yang
juga harus mewakili sebaran area.
Pengamatan lapang
- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk
keperluan pengambilan data penggunaan tanah adalah :
e GPS receiver : untuk penentuan lokasi
e Kompas : untuk penunjuk arah
- Untuk peta berskala menengah dan kecil pengamatan lapang dapat
menggunakan metode ground check dimana hanya lokasi sampel saja
yang harus diamati. Sedangkan untuk peta berskala besar menggunakan
kombinasi metode ground check dan sensus sistematis dimana untuk

daerah yang padat harus dilakukan survei lebih sering.
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Pertama-tama mencari titik pasti dilapang yang sesuai dengan yang ada

pada peta dasar dan tampak pada peta yang akan disurvei (peta citra).

Titik tersebut ditetapkan sebagai titik awal pengamatan menjelajah

lapangan, sebagai contoh simpang jalan, jembatan, mercusuar dan lainnya

yang terlihat nyata khas.

Menentukan arah dan pergerakan untuk mengamati lapangan yang

disesuaikan dengan rencana jalur jelajah pengamatan wilayah yang telah

disiapkan.

Mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi pemanfaatan tanah

pada peta kerja (peta citra yang telah dideliniasi), sesuai dengan

klasifikasi yang telah ditentukan.

Objek yang dipetakan adalah :

e semua poligon pemanfaatan tanah yang masuk dalam tingkat ketelitian
sebagai ukuran minimal unit pemetaan, seperti tercantum pada tabel

ukuran tingkat ketelitian pemetaan (minimal unit pemetaan) diatas.

d. Korelasi data dan reklasifikasi

Periksa dan cermati peta konsep pemanfaatan tanah hasil pemetaan
lapang. Perlu dilakukan tanya jawab dengan penduduk sekitar tentang
pemanfaatan tanahnya.

Lakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah
survei, dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama
isi peta bagian tepi (kiri, kanan, atas dan bawah) berkorelasi dengan

blad/lembar lain.

Kegiatan Belajar 6. Pemetaan Kawasan Fungsional

Menurut NSPK Direktorat Pemetaan Tematik (2012), peta kawasan
fungsional adalah adalah peta yang yang menggambarkan pembagian suatu wilayah
berdasarkan fungsi kawasannya. Survei dan pemetaan kawasan fungsional dilakukan

dengan melakukan pemetaan berdasarkan data sekunder tentang penetapan kawasan,
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selanjutnya data tersebut diverifikasi di lapangan. Yang dimaksud dengan kawasan

fungsional

adalah kawasan geografis yang difungsikan menurut jenis dan

kekhususannya. Wilayah ini merupakan suatu wilayah yang dinamis, aktif dan

terbentuk secara terus menerus. Kawasan fungsional bisa berasal dari:

Tanah Negara bekas hak;

Tanah Negara bekas kawasan hutan;
Tanah Negara bekas areal tambang;
Tanah Negara bekas kawasan khusus;

Tanah Negara bekas areal lainnya.

Yang bisa digolongkan sebagai kawasan fungsional adalah kawasan-kawasan

sebagai berikut:

1.

© © N o 0o bk~ 0N

e e i o e
o U1 A W N BB O

Kawasan Lindung Non Hutan;

Kawasan Hutan Lindung;

Kawasan Hutan Non Lindung;

Kawasan Terbuka Hijau;

Kawasan Perkotaan;

Kawasan Pertambangan;

Kawasan Industri;

Kawasan Militer;

Kawasan Khusus Lainnya;

. Kawasan Pariwisata;

. Kawasan Perdagangan;

. Kawasan Pendidikan;

. Kawasan Cagar Budaya;
. Kawasan Perkebunan;

. Kawasan Perikanan;

. Kawasan Pertanian.
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Mekanisme pemetaan kawasan fungsional adalah sebagai berikut:
Penyiapan peta dasar dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari
BIG maupun dari BPN RI. Data dasar yang diperlukan meliputi:
- Batas Administrasi;
- Infrastruktur: Jalan, Rel Kereta Api;
- Hidrologi: Sungai, Garis Pantai, Danau;
- Citra Satelit atau Foto Udara.
Penyiapan Survei Tematik dilakukan dengan:

a. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur-unsur
dasar seperti:

Jalan, Rel;

Sungai, Saluran Irigasi;

Batas Administrasi (sesuai dengan tingkat kedetaikan survey);

Danau, Sungai, Waduk, Rawa didelineasi sebagai unsur alam.
b. Plotting data kawasan fungsional berdasarkan kriteria tertentu di atas peta

kerja. Data berasal dari RUTR atau peta instansi yang terkait dengan suatu
kawasan.
c. Pengamatan Lapangan:
- Bahan dan Peralatan yang diperlukan GPS receiver untuk penentuan
lokasi dan Kompas untuk penunjuk arah;
- Melakukan cheking lapangan untuk konfirmasi batas kawasan fungsional,
- Mencantumkan dan memberi symbol klasifikasi kawasan fungsional pada
peta kerja, sesuai klasifikasi yang sudah ditentukan;
d. Korelasi data dan reklasifikasi:
- Data sekunder yang telah diplotkan di cek dan dikonfirmasikan kembali
di lapangan sebagai bahan untuk revisi dan penyempurnaan hasil plotting.
Semua data sekunder diplotkan ke dalam peta kerja yang sudah

disiapkan;
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- Melakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah
survey, dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama

substansi tema peta.

Kegiatan Belajar 7. Pemetaan Tanah Kritis

Tanah Kritis adalah tahan yang telah mengalami kerusakan secara fisik,
kimia, dan biologis. Tanah tersebut mengalami kemerosotan kesuburannya
baik secara fisik maupun kimia dan biologi, sehingga lahan tersebut tidak dapat
berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi
maupun sebagai media tata air.

Langkah-langkah Kerja :

1. Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG
maupun intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan meliputi :

batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,

layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,

layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau

citra satelit/foto udara.

2. Penyiapan Survei Tematik dilakukan dengan :

a. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur — unsur
dasar seperti :
- Jalan, rel
- Sungai, irigasi
- Batas administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei)
- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam.

b. Dasar penilaian tanah kritis adalah hasil penjumlahan skor dari beberapa
komponen. Unsur penilaian dari masing — masing komponen adalah :

1) Peta Kelas Lereng

- 1=0-8% (datar)
- 2=8-15% (landai)
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- 3=15-25 % (agak curam)
- 4=25-459% (curam)
- 5=45 % atau lebih (sangat curam),
atau
- 1=0-2%
- 2=2-8%
- 3=8-15%
- 4=15-20%
- 5=20-25%
- 6=25-30%
- 7=30-40%
- 8=>40%
2) Peta Jenis Tanah

1

Tidak peka (Aluvial, Tanah Glei, Planosol, Hidromorf kelabu,

Laterite air tanah);

2 = Agak peka (Latosol);

3 = Kurang peka (Brown Forest Soil, Non Calcic Brown,
Mediteran);

4 = Peka (Andosol, Laterite, Grumusol, Podsol, Podsolik);

5 = Sangat peka (Regosol, Litosol, Organosol, Renzina).

3) Data Intensitas Hujan
- 1 =sangat rendah : sampai dengan 13,6 mm/hari hujan
2 =rendah : 13,6 — 20,7 mm/hari hujan
3 =sedang : 20,7 — 27,7 mm/hari hujan
4 =tinggi : 27,7 — 34,8 mm/hari hujan
5 = sangat tinggi : 34,8 mm/hari hujan ke atas

Klasifikasi potensi kerusakan tanah dibuat berdasarkan faktor-faktor lereng,
jenis tanah dan intensitas hujan. Nilai timbangan, yang merupakan faktor
pengali, masing-masing adalah 20 untuk lereng, 15 untuk jenis tanah dan 10
untuk intensitas hujan. Selanjutnya nilai timbangan dikalikan dengan nilai
klasifikasi dari masing — masing faktor dan didapat nilai akhir masing -
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masing faktor. Apabila nilai akhir dari masing — masing faktor dijumlah

diperoleh nilai potensi tanah Kritis.

Klasifikasi Potensi Tanah Kritis ada 3 yaitu :

1.Berpotensi Tinggi dengan nilai lebih besar dari 175.

2.Berpotensi sedang dengan nilai 125 — 175

3.Berpotensi rendah dengan nilai kecil dari 125

Penyimpangan dari nilai-nilai di atas apabila wilayah tersebut memenuhi salah

satu atau beberapa syarat sebagai berikut:

- Mempunyai lereng lebih besar dari 45 %.

- Tanah sangat peka terhadap erosi.

c. Pengamatan lapangan

- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk
keperluan pengecekan lokasi adalah :
e GPS receiver : untuk penentuan lokasi
e Kompas : untuk penunjuk arah

- Melakukan survei check lapang untuk mengetahui kondisi eksisting tanah
Kritis.

d. Korelasi data dan reklasifikasi

- Data Sekunder yang telah diplotkan dicek dan dikonfirmasikan kembali di
lapangan sebagai bahan untuk revisi dan penyempurnaan hasil plotting.
Semua data sekunder diplotkan ke dalam peta kerja yang telah disiapkan.

- Melakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah
survei, dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama

substansi tema peta.

Kegiatan Belajar 8. Pemetaan Rawan Bencana Alam
Sebagai negara yang terletak pada tiga pertemuan lempeng benua yakni
lempeng Indo-Australia, lempeng pasifik, Lempeng Eurasia Indonesia memiliki

tingkat kerawanan terhadap ancaman bencana tektonik yakni gempa bumi. Selain itu
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letak Indonesia yang berada pada ring of fire menjadikan negara kita berada pada
jalur vulkanik yang mengakibatkan aktivnya beberapa Gunung Api yang tersebar
hampir di setiap pulau yakni dari pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT,
Sulawesi, Papua kecuali di Kalimantan. Bencana yang terjadi di Indonesia tidak
hanya bencana tektonik ataupun bencana vulkanik saja akan tetapi kondisi
hidrometeorologis Indonesia yang cukup rawan juga memicu adanya potensi
ancaman bencana banjir, banjir bandang, banjir rob, abrasi, longsor, angin puting
beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan bencana hidrometeorologis lainnya.
Kondisi yang cukup komplek ini menjadikan hampir di seluruh wilayah di Indonesia
memiliki tingkat kerawanan bencana.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa rawan bencana merupakan kondisi atau
karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang
mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi
kemampuan untuk menaggapi dampak buruh bahaya tertentu. Pemetaan tingkat
kerawanan bencana menjadi bagian penting dalam proses mitigasi bencana dan
menjadi dasar dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan.
Selanjutnya bagaimana pemetaan tingkat kerawanan bencana ini disusun agar
memberikan gambaran seberapa besar tingkat ancaman yang kemungkinan dapat
terjadi pada suatu wilayah. Faktor-faktor yang digunakan untuk menyusun peta
kerawanan bencana tentunya bervariasi tergantung jenis ancaman bencana yang akan
disusun. Tujuan disusunnya peta kerawanan bencana ini adalah agar penanganan dan
mitigasi dapat dilakukan sejak awal terhadap wilayah-wilayah yang berada pada
tingkat kerawanan bencana dan wilayah yang memiliki tingkat ancaman bencana
sangat tinggi. Dengan disusunnya peta tingkat kerawanan bencana maka dapat
digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan bagaimana arahan penggunaan
tanah yang direkomendasikan pada wilayah tertentu, peta ini juga dapat dijadikan

sebagai dasar dalam menentukan wilayah mana yang dijadikan sebagai kawasan
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lindung dan kawasan mana yang dapat digunakan sebagai kawasan budidaya serta
sebagai dasar bagi pemerintah/pemerintah daerah dalam mengembangkan dan
mengatur wilayahnya.

Bencana longsor merupakan salah satu bencana hidrometeorologis yang
sering terjadi di wilayah Indonesia, bencana ini menduduki peringkat kedua bencana
yang sering terjadi di Indonesia setelah bencana banjir. Tanah longsor adalah
gerakan tanah berkaitan langsung dengan berbagai sifat fisik alami seperti struktur
geologi, bahan induk, tanah, pola drainase, lereng/bentuk lahan, hujan maupun sifat-
sifat non-alami yang bersifat dinamis seperti penggunaan lahan dan infrastruktur
(Barus 1999). Menurut Suripin (2002) tanah longsor merupakan bentuk erosi dimana
pengangkutan atau gerakan masa tanah terjadi pada dalam volume yang relatif besar

Penyusunan tingkat kerawanan bencana longsor dapat dilakukan dengan
menggunakan berbagai variabel yakni:

1. Data tutupan lahan/Peta tutupan tanah;

2. Data Curah hujan/peta curah hujan;

3. Data Jenis tanah/peta jenis tanah;

4. Data Ketinggian/peta ketinggian;

5. Data Kemiringan lereng/peta kemiringan lereng.
Lakukan overlay dan diberikan bobot untuk menyusun tingkat kerawanan bencana
longsor. Berikut skema penyusunan peta tingkat kerawanan bencana longsor.

Peta Kemiringan

Peta Ketinggian

Peta Tutupan
IELED

Peta Curah Hujan lereng

Overlay

Peta Kerawanan Longsor

Diagram Alir Penyusunan Peta Kerawanan Bencana Longsor
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peta tingkat kerawanan bencana adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Parameter Kemiringan Lereng

No Kelas Tingkat Kemiringan | Nilai Linguistik
1 | Datar 0-8% <8

2 | Landai 8-15% §<x<15

3 | Agak Curam 15-25% 15<x<25

4 | Curam 25-40% 25<x<40

5 | Sangat Curam 5 >40% > 40

Sumber: SK Mentan No. 837/Kpts/Um/11/80

Tabel 2. Parameter Ketinggian

No | Kelas Tingkat ketinggian Nilai Linguistik
1 | Sangat Rendah <1000m <1000

2 | Rendah 1000-1500m 1000 <x < 1500
3 | Sedang 1500-2000 m 1500 < x <2000
4 | Tinggi 2000-2500 m 2000 <x <2500
5 | Sangat Tinggi > 2500m X > 2500

Sumber: BPBD, 2014

Tabel 3. Parameter Curah Hujan

No | Kelas Tingkat ketinggian Nilai Linguistik

1 | Rendah 1500-1750mm/tahun | 1500 <x <1750
2 | Sedang 1750-2000mm/tahun | 1750 <x <2000
3 | Tinggi 2000-2500mm/tahun | 2000 < x <2500

Sumber: BPBD, 2014

Tabel 4. Parameter Jenis Tanah

No | Kepekaan terhadap erosi | Jenis Tanah Nilai Linguistik
1 | Kurang Peka Mediteran 45 <x <60

2 | Peka Andosol, Grumosol 60<x<75

3 | Sangat Peka Regosol >75

Sumber: SK Mentan No. 837/Kpts/Um/11/80

Beberapa klasifikasi untuk mengelompokkan parameter-parameter dalam menyusun
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Tabel 5. Parameter Kepekaan Erosi

No | Kepekaan terhadap erosi | Tutupan lahan Nilai Linguistik
1 | Kurang Peka Pasir, Hutan <10

2 | Agak Peka Perkebunan, Semak Belukar 10<x<30
3 | Peka Sawah, Pemukiman 30<x<50
4 | Sangat Peka Tegalan > 50

Sumber: Karnawati, 2003

Selain peta kerawanan longsor, peta tingkat kerawanan bencana banjir juga
dapat disusun dengan menggunakan beberapa kriteria. Penyusunan peta tingkat
kerawanan banjir oleh beberapa peneliti menggunakan variabel yang berbeda-beda,
beberapa peneliti sering menggunakan variabel berupa Curah hujan, ketinggian tanah,
buffer dengan sungai, jenis tanah, drainase dan tutupan lahan. Namun ada juga yang
menggunakan variabel curah hujan, ketinggian tanah dan buffer sungai. Penyunan
peta tingkat kerawanan bencana banjir dengan parameter ini dapat disusun
berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 6. Skor Parameter Curah Hujan

No Kelas Skor
1 | >2500 (sangat basah) 5
2 | 2001 — 2500 (basah)

3 | 1501 — 2000 (cukup basah)
4 | 1000 — 1500 (kering)

5 | <1000 (sangat kering)

RINW A~

Curah hujan memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap terjadinya
bencana banjir, data sebagaimana tersebut pada tabel 6 merupakan data akumulasi
curah hujan selama 1 tahun.

Tabel 7. Skor Parameter Ketinggian Tanah

No Kelas Skor
1 0-20m 5
2 21 -50m 4
3 51 -100 m 3
4 101-300 m 2
5 >300 1
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Ketinggian berpengaruh terhadap bencana banjir, dimana pada daerah yang
berada di dataran rendah memiliki kerawanan lebih tinggi terhadap banjir jika
dibandingkan dengan daerah yang lebih tinggi. Daerah lowland merupakan tempat
berkumpulnya air limpasan hujan sehingga rawan banjir. Selain 2 parameter tersebut
sungai merupakan salah satu parameter dalam menyusun peta kerawanan banjir.

Bencana tsunami merupakan salah satu bencana yang tingkat kejadiannya
tidak terlalu sering jika dibandingkan dengan bencana banjir. Namun bencana ini
menjadi salah satu bencana yang menyebabkan tingkat kerusakan, kerugian dan
jatuhnya jumlah korban jiwa yang cukup tinggi. Bencana tsunami yang sering terjadi
di Indonesia sebagian besar disebabkan karena pergerakan lempeng tektonik atau
sesar yang sifatnya naik ke atas. Kekuatan gelombang tsunami dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang sangat berpengaruh yakni besarnya energi yang diakibatkan oleh
tumbukan/pergerakan lempeng tektonik, kondisi morfologi dasar samudera.

Gelombang tsunami memiliki sifat dimana ketika energi gelombang semakin
mendekati garis pantai bagian bawah memiliki sifat melambat sementara pada bagian
atas gelombang memiliki sifat semakin cepat ketika mendekati garis pantai.
Morfologi dan karakteristik inilah yang menyebabkan gelombang tsunami memiliki
energi dan mengalami kenaikan tinggi ketika mencapai daratan. Kondisi morfologi
daratan yang lowland tentunya menjadikan arus gelombang tsunami mampu
mencapai wilayah daratan hingga jauh. Faktor lain yang berpengaruh terhadap
jangkauan tsunami di daratan yakni adanya sungai yang menjadi media
menghantarkan gelombang tsunami ke daratan. Penutup lahan yang ada di sepanjang
pesisir juga berpengaruh terhadap jangkauan terjangan tsunami di daratan. Kondisi
pesisir yang memiliki sifat lowland dan tidak terdapat vegetasi menjadikan arus
gelombang tsunami langsung menerjang daratan tanpa dihalangi oleh barrier yang
kuat. Sementara pada wilayah pesisir yang memiliki tutupan vegetasi yang sangat
rapat dengan tanaman mangrove, cemara laut ataupun tumbuhan pesisir lainnya

tentunya mampu menjadi barrier terjangan gelombang tsunami.

25



Sebagai negara yang berada pada iklim tropis, memiliki periode kemarau yang
cukup panjang serta terdapatnya beberapa lokasi yang memiliki sifat panas/terdapat
sebaran hot spot menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat
kerawanan bencana kebakaran. Kajian yang dilakukan Utami (2017) menjelaskan
bahwa penyusunan peta tingkat kerawanan kebakaran dapat dilakukan dengan

menggunakan beberapa parameter yang tersaji pada gambar berikut:

Peta Tutupan Peta Lahan Peta Elevasi

Lahan Gamhut

v

Skoring dan Sebaran
Pembobotan Hot Spot
v

Pemodelan

v

Verifikasi

v

Peta Kerawanan
Kebakaran

Diagram Alir Penyusunan Peta Kerawanan Kebakaran (Utami, 2017)

Hasil dari analisis terhadap variabel-variabel tersebut selanjutnya dapat

dihasilkan peta tingkat kerawanan kebakaran sebagaimana contoh berikut:

Kegiatan Belajar 9. Pemetaan Infrastruktur Wilayah

Peta infrastruktut wilayah adalah peta yang menggambarkan sebaran
infrastruktur pada satu wilayah. Infrastruktur meliputi sumberdaya air (pipa PDAM,
Embung, saluran air), jaringan listrik, jaringan yang disediakan oleh PUPR (Fasilitas
Umum dan faslitas sosial seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah), Bina Marga
(jalan dan jembatan), dan jaringan rel kereta api, jaringan pipa gas, dan sejenisnya.
Peta Infrastruktur Wilayah akan sangat membantu pengembangan dan pembangunan

suatu kawasan. Peta Infrastruktur wilayah ini dapat dibuat dengan menggunakan peta-
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peta yang sudah ada, dengan teknik tumpang susun maupun survei lapangan.

Klasifikasi untuk infrastruktur dasar tersebut diperinci sebagai berikut:

1. Terdapat 4 fasilitas dasar ( listrik, telepon, air, dan gas);
Terdapat fasilitas listrik, telepon dan gas;

Terdapat fasilitas listrik, air dan gas;

Terdapat fasilitas listrik, air dan telepon;

Terdapat fasilitas listrik dan gas;

Terdapat fasilitas listrik dan air;

Terdapat fasilitas listrik dan telepon;

Terdapat fasilitas telepon dan air;

© ® N O O A W N

Terdapat fasilitas listrik;

[EEN
o

. Terdapat fasilitas telepon;

[y
[N

. Terdapat fasilitas air;

[EEN
N

. Terdapat fasilitas gas;

13. Tidak terdapat fasilitas infrastruktur.

Langkah Kerja:

1.

Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG

maupun intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan meliputi :

- batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,

- layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,

- layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau

- citra satelit/foto udara.

Penyiapan survei tematik dilakukan dengan :

a. Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur — unsur

dasar seperti:

Jalan, rel
Sungai, irigasi
Batas Administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei)

Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam.
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b. Plotting informasi infrastruktur yang berasal dari data sekunder berbagai
sumber. Untuk mempermudah terlebih dahulu tarik garis satu jaringan
infrastruktur di satu sisi jalan. Selanjutnya jaringan infrastruktur yang lain di
seberang jalan atau bersebelahan dengan infrastruktur pertama. Setiap
jaringan infrastruktur dibedakan atas warna atau pola garis.
c. Pengamatan lapang
- Bahan dan peralatan adalah segala sesuatu yang diperlukan khusus untuk
keperluan pengambilan data infrastruktur wilayah adalah :
e  GPS receiver : untuk penentuan lokasi
e Kompas : untuk penunjuk arah

- Pengecekan lapang juga diperlukan untuk jaringan infrastruktur yang
meragukan pada daerah — daerah tertentu

- Mencantumkan dan memberikan simbol klasifikasi jaringan infrastruktur
wilayah sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

d. Korelasi data
Melakukan korelasi antar blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah
survei, dengan tujuan setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama
substansi tema peta.

Kegiatan Belajar 10. Pemetaan Tematik Berbasis Statistik

Peta Tematik Berbasis Statistik merupakan media komunikasi antara
pembuat atau produsen peta dengan pengguna peta. Pada dasarnya semua informasi
yang berkaitan atau melekat pada data geospasial dapat disajikan dengan
menggunakan metoda statistika.

Contoh peta tematik berbasis statistik antara lain peta kepadatan penduduk,
peta kemiskinan, peta produksi pertanian, peta Indeks Pembangunan Manusia, peta
indeks ginie penguasaan tanah dan sebagainya.

Langkah-langkah pemetaan tematik berbasis statistic adalah sebagai berikut :
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1. Penyiapan data dasar dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BIG

maupun intern BPN RI. Data dasar yang diperlukan meliputi :

batas administrasi terdahulu atau skala yang lebih kecil,
layer infrastruktur : jalan, rel kereta api,
layer hidrologi : sungai, garis pantai, danau

citra satelit/foto udara.

2. Penyiapan survei tematik dilakukan dengan :

a.

Membuat peta kerja berdasarkan peta dasar yang harus memuat unsur — unsur
dasar seperti :

- Jalan, rel.

- Sungal, irigasi.

- Batas administrasi (sesuai tingkat kedetailan survei).

- Untuk danau, sungai, waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam.
Plotting data di atas peta wilayah Provinsi yang terbagi atas satuan wilayah
Kecamatan, kecuali data pendapatan per kapita, PDRB dan IPM berdasarkan
wilayah Kabupaten/ Kota.

Data statistik ditampilkan dalam bentuk interval. Jumlah kelas interval
sebanyak 5 kelas dengan nilai pembagi sama. Data yang dibuat interval
merupakan gabungan seluruh data di wilayah Propinsi. Angka interval berupa
angka bulat, sedapat mungkin merupakan angka kelipatan puluhan (10, 100,
1.000 dst.). Contoh interval : Angka terendah 43 dan angka tertinggi 137.
Kelas interval yang dibuat adalah :

- 40-60

- 60-80

- 80-100

- 100-120

- Diatas 120

Pada software ArcGIS, kelas interval dapat dibuat secara otomatis dengan

memasukkan data kelas intervalnya.
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PENGUMPULAN DATA
MODUL SOSIAL EKONOMI

] PENATAGUNAAN TANAH

Pengumpulan data sosial ekonomi terkait dengan penatagunaan tanah yang
dilakukan dalam PKL Pemetaaan Tematik ini adalah menyangkut pengisian Daftar
Isian Desa, Penghitungan Pendapatan Kotor (Gross Product) Desa.

Daftar Isian Desa disisi dengan menggunakan sumber data isian desa seperti
Profil Desa, Potensi Desa, Monografi Desa, dan sejenisnya. Pendapatan Kotor Desa
diisi dengan menggunakan data isian desa dan dengan menggunakan harga setempat
dan dihitung berdasarkan jumlah produksi dikalikan dengan harga per satuan yang

berlaku di desa tersebut.

Kegiatan Belajar 1. Pengisian Daftar Isian Desa/Dusun

Isi dari Daftar Isian Desa format dan isiannya tidak berbeda dengan Daftar
Isian Dusun. Pada saat PKL Pemetaan Tematik dilakukan, maka Daftar Isian yang
harus diisi adalah Daftar Isian dimana PKL itu dilakukan. Untuk PKL di Desa
digunakan Daftar Isisan Desa dan untuk PKL di Dusun menggunakan Daftar Isian
Dusun. Daftar Isian Desa dan Dafatar Isian Dusun yang harus diisi adalah seperti

pada Daftar Isian sebagaimana tercantum sebagai berikut:

DAFTAR ISIAN TINGKAT DESA/DUSUN

DESA
KECAMATAN

KABUPATEN
PROVINSI
TAHUN
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Desa/Dusun
Kabupaten
Kecamatan

Provinsi

LUAS , JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK

Jumlah KK

Jumlah Penduduk (jiwa)

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Kepadatan
Penduduk
(Jiwa/Km?2)

10. e

11, s

12, s

130 e,
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BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT UMUR

Dusun
RT

Banyaknya Penduduk menurut kelompok umur (jiwa)

<5th

10-14

15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44

4549 | 50-54

260 th

Total
(jiwa)

10

11

12

13

14

15

Jumlah

Y01 0] o 1= S

Banyaknya Tenaga Kerja: 1. Penduduk Usia Kerja (15 — 60 tahun)

2. Penduduk yang masih sekolah
3. Banyaknya Tenaga Kerja (1) —(2)
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BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

Kelompok Umur

Jenis Kelamin

Laki-laki (jiwa)

Perempuan (jiwa)

Total (jiwa)

<5th

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59
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BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

Mata Pencaharian Pokok

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1. Petani

2. Buruh Tani

3. Nelayan

4. PNS/Guru/ABRI

5. Pedagang

6. Pengusaha/Wiraswasta

7. Jasa Bangunan

8. Jasa Lainnya

9. Pegawai Swasta

10. Pengrajin
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Banyaknya Penduduk Menurut Agama:

No. Agama Banyaknya (Jiwa) Keterangan
L Slam | e
2. Kristen

3. Katholik

4 Hindu

5 Budha

6 Aliran Kepercayaan

SUMDbBEr: oo



BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

. Belum Sekolah (< 5 tahun)

. Tamat SD/sederajat

. Tamat SLTP/sederajat

. Tamat SLTA/sederajat

. Lulus D.1

. Lu;us D.2

. Lulus D.3

. Lulus S-1 /sederajat

. Lulus S-2

10. Lulus S.3

11. Tidak Tamat SD

Jumlah
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JENIS PENGGUNAAN TANAH

Jenis Luas (ha) Jenis Luas (ha) Jenis Luas (ha)
Pengunaan Tanah Pengunaan Pengunaan
Tanah Tanah
Perkampungan 5. Tanah Kering 9. Perairan
a. Kampung | ... a.Tegalan | ........... Darat
b. Lapangan | ... b.Ladang | .......... a. Kolam Air
OR/Taman | ... Tawar
c. Kuburan/Pem b. Tambak
akaman c. Waduk &
Danau
Industri 6. Kebun 10. Hutan
a. Industri a. Kebun a. Hutan
Pertanian | seeeeeeeees Campuran | e Lebat
b. Industri Non b. Kebun Buah- b. Hutan
Pertanian | " buahan | Belukar
Pertambangan 7. Perkebunan 11. Tanah
a. Pertambangan a. Perkebunan Terbuka
Terbuka ............ Besar ............ a'Tanah
b. Pertambangan b. Perkebunan Tandus/
Tertutup | Rakyat | " Rusak
b. Land
Clearing
Persawahan 8. Padang 12. Lain-lain
a. Sawahlrigasi | ... a. Padang a.Jalan
b. Sawah Tadah Rumput | s b. Saluran/
Hujan | ... b. Alang-alang | =eeee Sungai

Sumber :
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Gambaran Umum Status Penguasaan/Pemilikan Tanah

Status Penguasaan/Pemilikan

Tanah

Luas (ha)

Banyaknya
(Bidang)

Keterangan

1. Tanah Milik Sudah
Bersertipikat
a. HAT berskala kecil
(Hak Milik)
Hak Guna Usaha

o T

d. Hak Pengelolaan

Hak Guna Bangunan

2. Tanah Milik Belum
Bersertpikat (HMA)

Tanah Negara yang
Dikuasai
a. Tanah Kehutanan

Tanah Pertambangan

b.

c. Tanah Militer

d. Tanah Instansi
Pemerintah (HP)
Tanah Milik Desa
Tanah Milik
Yayasan/Wakaf

]

4. Tanah Negara Bebas

Jumlah

Sumber :
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Banyaknya Sarana Pendidikan dan Tenaga Pendidik

Jenis Sarana Pendidikan

Dusun/

TK SD

SLTP SLTA

PERGURUAN
TINGGI

RT

1 (2|3 ]|4

10

11

12

13

14

15

Jumlah

Ketera | 1=Jumlah

ngan:

Sekolahan kelas

2= Jumlah Lokal/ | 3 =Jumlah Guru 4 = Jumlah

Murid

Sumber :
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Banyaknya Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Dusun/
RT

Jenis Sarana Kesehatan

Tenaga Kesehatan (orang)

Puskesmas

Puskesmas
Pembantu

Poliklinik

Tempat
Praktek
Doter

Tempat
Praktek
Bidan

Dokter

Mantri
Kesehatan/
Perawat

Bidan

Dukun
Bersalin

10

11

12

13

14

15

Jumlah

Sumber :
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Banyaknya Sarana Peribadatan

Dusun/RT

Jenis Sarana Peribadatan

Mushola

Gereja
Kristen

Gereja
Katolik

Vihara

Pura

10

11

12

13
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Banyaknya Fasilitas Olahraga

Dusun
RT

Jenis Fasilitas Olah Raga

Lapangan
Sepak
Bola

Lapangan
Bola
Volley

Lapangan
Bola
Basket

Lapangan
Bulu
tangkis

Lapangan
Tenis

GOR

Kolam
Renang

10

11

12

13

14

15

Jumlah
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Banyaknya Sarana Perekonomian dan Lembaga Keuangan

Dusun/RT

Jenis Sarana Perekonomian dan Lembaga Keuangan

Pasar
Hewan

Toko

Kios &
Warung

Bank/ BKD

Koperasi /
KUD

10

11

12

13
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Banyaknya Sarana Hiburan dan Pariwisata

Dusun/
RT

Jenis Sarana Hiburan dan Pariwisata

Hotel

Losmen/
Penginapan

Bioskop

Rumah
Makan

Tempat
Rekreasi

Gedung
Kesenian

Panggung
Hiburan

10

11

12

13

14

15

Jumlah
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Banyaknya Sarana Perhubungan/Transportasi

Dusun
RT

Jenis Sarana Transportasi Darat

Kendaraan umum

Kendaraan Pribadi

Bus/
Minibus

Taksi

Truck/
Pick-up

Dokar/
Delman

Becak

Bus/
Minibus

Sedan/
Jeep

Truck/
Pick-up

10

11

12

13

14

15

Jumlah

SUMDEE & et
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Prasarana Perhubungan dan Transportasi

Jenis Prasarana Perhubungan

Banyaknya/Panjang (buah ; km)

1. Jalan

1.1.Jalan Aspal

1.2. Jalan Batu/Makadam

1.3. Jalan Tanah

1.4. Gang/Lorong

2. Terminal/Pangkalan

2.1. Bus/Minibus

2.2. Taksi

2.3. Truck

2.4. Delman/Bendi

2.5. Becak

2.6. Ojek Motor

3. Stasiun Kereta Api

4. Bandar Udara

5. Pelabuhan Laut

Sumber: ..o,
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Banyaknya Rumah Penduduk

Dusun/RT

Jenis Rumah

Permane

Semi
Permanen

Non
Permanen

Berlantai >2

Jumlah

10

11

12

13

14

15

Jumlah

SUMDBEE oo
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LUAS , JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK

Dusun/RT

Luas (Ha)

KK

Jumlah Penduduk (jiwa)

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Kepadatan
Penduduk
Jiwa/km?2

10

11

12

13
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JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

Kelompok Umur
Dusun/ P

RT

0-5| 6-10|11-15016-20 |21-25|26-30|31-35|36-40|41-45|46-50| 51-55| 56-60| 61-65 | >65 | Jumlah

1 e O e O e U O UORa T

0 [ [ e e e e e i [ U [,

1 T e e e [ O (PUUTE

1 [ e e [ e e A [ S [,

1 T [ O T O TR e
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Kegiatan Belajar 2. Penghitungan Pendapataan Kotor Desa/Dusun

Isi dari Daftar Isian Penghitungan Pendapatan Kotor Desa (Gross Product
Desa) format dan isiannya tidak berbeda dengan Daftar Isian Penghitungan
Pendapatan Kotor Dusun (Gross Product Dusun). Pada saat PKL Pemetaan Tematik
dilakukan, maka Daftar Isian Penghitungan Pendapatan Kotor yang harus diisi adalah
Daftar Isian Penghitungan Pendapatan Kotor dimana PKL itu dilakukan. Untuk PKL
di Desa digunakan Daftar Isisan Penghitungan Pendapatan Kotor Desa dan untuk
PKL di Dusun menggunakan Daftar Isian Penghitungan Pendapatan Kotor Dusun.
Daftar Isian Desa atau Dafatar Isian Dusun yang harus diisi adalah seperti pada
Daftar Isian Penghitungan Pendapatan Kotor sebagaimana tercantum pada isian

berikut ini:

DAFTAR ISIAN DAN HITUNGAN

GROSS PRODUCT DESA/DUSUN
(PENDAPATAN KOTOR TINGKAT DESA/DUSUN)

DESA /DUSUN
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
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Desa/Dusun
Kabupaten
Kecamatan
Provinsi

GROSS PRODUCT DESA/DUSUN

1. Sektor Pertanian

1.1. Pertanian Rakyat/Tanaman Bahan Makanan

Jenis Tanaman

Luas Panen
(satuan Ha,
batang)

Hasil rata-rata
per satuan (Kw,
butir)

Total produksi
satu tahun (Kw)

Harga per
kw
(x Rp.1000,-)

Nilai
Produksi
(X Rp.1000,-)

1. Padi sawah

2. Padi gogo

3. Jagung

4. Kacang tanah

5. Kacang hijau

6. Kacang panjang/Lainnya

7. Kedelai

8. Ketela pohon

9. Ketela rambat

10. Tembakau

11. Tebu/gula

12. Lombok

13. Bawang

14. Melon/Semangka

15. Panili

16. Rosela

17. Bunga-bungaan

18. Sayur-sayuran

S [ P P T RO
20. ciiiiiiiiiiiiiieee | e | e | v | e | e
Jumlah Nilai Produksi
Persentase Sub Sektor Pertanian Rakyat Terhadap Gross Product Desa/Dusun
Sumber: .
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1. Sektor Pertanian

1.2. Perkebunan Rakyat/Tanaman perkebunan

Jenis Tanaman

Satuan
Produksi

Hasil rata-rata
per satuan

Total produksi
dalam satu tahun

Harga per satuan
(x Rp.1000,-)

Nilai Produksi
(x Rp. 1000,-)

1. Kelapa
a. Buah
Kelapa

b. Gula
Kelapa

2. Kopi

3. Cengkeh

4. Coklat

5. Karet

6. Buah-buahan
a. Mangga

b. Rambutan
¢. Durian

d. Duku

e. Kelengkeng

f. Pisan

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sub Sektor Pertkebunan Rakyat Terhadap Gross Product Desa/Dusun

SUMDBEI & oo
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1. Sektor Pertanian

1.3. Sub Sektor Kehutanan

Jenis Tanaman

Satuan

Hasil rata-rata
per satuan
(Kw, butir)

Total produksi
dalam satu
tahun (Kw)

Harga per kw
(x Rp.1000,-)

Nilai Produksi
(x Rp.1000,-)

Kehutanan

a. Kayu Bangunan
b. Kayu Bakar

c. Arang

d. Perburuan

Hutan Rakyat
a. Kayu Bangunan
b. Kayu Bakar

c. Arang

Pekarangan/Tegalan
a. Kayu Bangunan
b. Kayu Bakar

c. Arang

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sub Sektor Kehutanan Terhadap Gross Product Desa/Dusun
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1. Sektor Pertanian

1.4. Sub Sektor Peternakan

Jenis Ternak

Jumlah Jumlah

tahun ini tahun lalu

Pertambahan

Harga per-ekor
(x Rp.1000,-)

Nilai Produksi
(x Rp.1000,-)

Ternak Besar

a. Sapi/Lembu
b. Kerbau

c. Kuda

d

Ternak Kecil
a. Kambing

b. Domba
c. Babi

d. Kelinci
Unggas

a. Ayam
b. Itik

c. Entok
d. Angsa

Produksi dalam

Selama tahun

bentuk lain

penelitian

Harga rata-rata per-satuan

(Rp x 1000)

Nilai Produksi
(Rp. X 1000)

4. Susu

5. Telur

6. Daging

7. Kulit

8......

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sub Sektor Peternakan Terhadap Gross Product Desa/Dusun

Sumber: .....cccccvvinnnes
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1. Sektor Pertanian
1.5. Sub Sektor Perikanan

Hasil rata-rata Total produksi

Jenis Produksi

Perikanan

Jumlah
Satuan

per satuan/bulan,
musim (Kw)

dalam satu
tahun (Kw)

Harga per kw

(x Rp.1000,-)

Nilai Produksi
(x Rp.1000,-)

Kete-
rangan

1

. Ikan Kolam

N

. Minapadi

. Ikan Tambak

4

. Ikan Sungai

. Ikan Karamba

. Ikan Laut

. Ikan Hias

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sub Sektor Kehutanan Terhadap Gross Product Desa/Dusun

SUMDEI & oo
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2. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian

Jenis Produksi Hasil rata-rata Total .
. Harga per Nilai
Pertambangan | Jumlah | persatuan/ produksi .
. T m3 Produksi Keterangan
dan Bahan Galian | Satuan hari, minggu, dalam satu
(x Rp.1000,-) | (x Rp.1000,-)
bulan (m3) tahun (m3)
I = T 1 O Oy I OUUrerrr R R
2.Batu Bangunan | .ccccceeee | vevvvviviiieeiiee | i | v | e,
3.BatuKapur | e | e | i | e | e,
4.Batu Bata/ | s | e | e | e | e
Batako
T OO O OO I UUUPUUUPUR ESRTRRRRRRRRRRORt
Jumlah Nilai Produksi |
Persentase Sektor Pertambangan dan Bahan Galian Terhadap
Gross Product Desa/Dusun | TTTTTYTTYTTRYT
SUMDET & e
3. Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat
. Jumlah Hasil rata-rata Total . Nilai
Jenis produksi Harga per kw duksi Kete-
Produksi Industri Satuan per satuan dalam satu (x Rp.1000,-) Produksi rangan
Usaha (buah) ! (x Rp.1000,-)

tahun (buah)

. Penggilingan Padi

. Gerabah/Keramik

. Kerajinan kulit

. Kerajinan Logam

. Kerajinan Bambu

. Kerajinan Ukir/Lukis

. Anyam-anyaman

RV IN|OnN A WIN|-

. Industri Tenun/
Batik

9. Konveksi/Garment

10. Industri Genteng/
Ubin

11. Barang-barang
Makanan

12. Meubelair/Perabot
Rumah Tangga

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat
Terhadap Gross Product Desa/Dusun

Sumber: ....cooovviiiiiiiiinne.
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4. Sektor Bangunan dan Konstruksi (Bangunan yang dibuat selama tahun penelitian)

Jenis Bangunan

Jumlah
Satuan
Usaha

Harga rata-rata
per satuan
(x Rp.1000,-)

Harga
seluruhnya
(x Rp.1000,-)

Persentase
Jasa
Bangunan
(%)

Nilai Jasa
Bangunan
(x Rp.1000,-)

Kete-
rangan

1. Bangunan Desa

a. Gedung

b. Gorong-gorong

c. Jembatan

d. Perbaikan Jalan

e. Saluran Pengairan

f. Tower/PAM

2. Bangunan Perorangan

a. Rumah Permanen

b. Rumah Semi
Permanen

c. Rumah Non
Permanen

d. Kandang

3. Bangunan Lain-nya

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sektor Bangunan dan Konstruksi Terhadap Gross Product Desa.Dusun
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5. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Macam Usaha

Jumlah
Satuan
Usaha

Volume
perdagangan
rata-rata per

satuan
(x Rp.1000,-)

Persen
rata-rata
pendapatan
(%)

Pendapatan
rata-rata per
satuan usaha
(x Rp.1000,-)

Nilai
Pendapatan
(x Rp.1000,-)

Kete-
rangan

1. Hotel

2. Penginapan/Losmen

3. Rumah Makan/Restoran

4. Warung/Kios

5. Toko Kelontong

6. Perdagangan Hasil bumi

7. Toko Elektronik

8. Toko Onderdil Motor

9. SPBU/Agen BBM

10, i

11,

12,

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Terhadap Gross Product Desa

SUMDBEI & oo,
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6. Sektor Tranportasi dan Komunikasi

Macam Usaha

Jumlah
Satuan
Usaha

Pendapatan
rata-rata per-
satuan usaha
(x Rp.1000,-)

Nilai
Pendapatan
(x Rp.1000,-)

Keterangan

1. Angkutan Bermotor
a. Angkutan orang
1) Bus
2) Minibus
3) Taksi
b. Angkutan Barang
1) Truk
2) Pick up

2. Angkutan Tak bermotor
a. Sado/Delman
b. Becak

c. Gerobak

3. Restribusi Terminal

4. Wartel/Kiostel

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sektor Tranportasi dan Komunikasi
Terhadap Gross Product Desa/Dusun

SUMDbBEr: oo
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7. Sektor Bank dan Lembaga Keuangan

Jenis Usaha

Jumlah
Satuan
Usaha

Volume
perdagangan
rata-rata
per-satuan
(x Rp.1000,-)

Persen
rata-rata
pendapatan
(%)

Pendapatan
rata-rata per
satuan usaha
(x Rp.1000,-)

Nilai
Pendapatan
(x Rp.1000,-)

Kete-
rangan

1. Perbank-an

2. Perkreditan

3. Lumbung Desa

4. Koperasi

5. Assuransi

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sektor Bank dan Lembaga Keuangan
Terhadap Gross Product Desa/Dusun

SUMDBEI & oo
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8. Sektor Jasa-jasa Lainnya

Jenis Jasa

Jumlah
Satuan
Usaha

Pendapatan
rata-rata per
satuan usaha
(x Rp.1000,-)

Nilai
Pendapatan
(x Rp.1000,-)

Jenis Jasa

Jumlah
Satuan
Usaha

Pendapatan
rata-rata per
satuan usaha
(x Rp.1000,-)

Nilai Penda-
patan
(x Rp.1000,-)

1. Jasa Hiburan
a.Bioskop

b.Panggung
Hiburan
c. Pariwisata

2. Jasa Profesi/

Sosial

a. Dokter
Umum

b. Dokter
Spesialis

c. Bidan

d. Notaris/
PPAT

e. Dukun
Bayi/Pijat

f. Pegawai
Negeri

g. Pegawai
Swasta

3. Jasa
Perorangan
a. Salon/Rias
Pengantin
b. Tukang
Cukur
c. Penjahit
d. Tukang
Batu/Kayu

4. Jasalainnya

a. Sewa
Peralatan
Pesta

b. Sewa
Rumah/
Kost

c. Sewa
Mobil/
Motor

Jumlah

Jumlah

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sektor Sektor Jasa-jasa LainnyaTerhadap Gross Product Desa/Dusun

Daftar Pustaka
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63




MODUL ANALISIS
1 PENATAGUNAAN TANAH

Yang dimaksud dengan analisis penatagunaan tanah dalam praktek kerja
lapangan ini adalah bagaimana mengelompokan jenis-jenis penggunaan tanah di
lokasi untuk diklasifikasikan ke dalam golongan kawasan lindung dan kawasan
budidaya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka analisis yang dilakukan adalah
analisis kawasan lindung dan analisis kawasan budidaya. Kedua kawasan inilah yang
selalu direncanakan dalam menyususn Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan
sumberdaya buatan. Adapun yang dimaksud dengan kawasan budidaya adalah
wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi
dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Hasil
akhir analisis penatagunaan tanah ini adalah Peta Kawasan Lindung dan Kawasan

Budidaya.

Kegiatan Belajar 1. Analisis Kawasan Lindung

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2009
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang dimaksud
dengan kawasan lindung terdiri dari:

a. Kawasan hutan lindung;

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya,
yang meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air;

c. Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai, sempadan
sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta

kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal;
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d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, yang meliputi:

kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka
margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut,
kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut,
taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta

kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

e. Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor,

kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;

f. Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan

rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap air tanah; serta

g. Kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, taman buru,

kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu
karang dan kawasan koridor bagi sejenis satwa atau biota laut yang
dilindungi.

Tahapan menganalisis Peta Kawasan Lindung adalah sebagai berikut:

Siapkan Peta Kerja sesuai dengan peta-peta yang sudah dibuat sebelumnya;
Overlay-kan Peta Kerja tersebut dengan Peta Penggunaan Tanah yang sudah
selesai dibuat;

Delineasi di atas Peta Kerja batas penggunaan tanah khusus non budidaya yang
ada dalam Peta Penggunaan Tanah sebagai batas Kawasan Non Budidaya;
Overlay-kan draft Peta Kawasan Non Budidaya dengan Peta Lereng yang
diambil dari Peta Kemampuan Tanah yang sudah selesai dibuat;

Delineasi batas lereng lebih dari 40 % pada draft Peta Kawasan Non Budidaya;
Hasil overlay tersebut adalah draft Peta Kawasan Non Budidaya yang berada
pada lereng lebih dari 40 %;

Draft peta Kawasan Non Budidaya yang berada pada lereng lebih dari 40 % di
overlay-kan dengan Peta Ketinggian yang berasal dari Peta Wilayah Ketinggian

yang sudah selesai dibuat;

65



Delineasi wilayah dengan ketinggian 1.000 m di atas permukaaan laut di atas
draft Peta Kawasan Non Budidaya pada lereng di atas 40 %;

Peta akhir yang didapatkan itulah yang merupakan Peta Kawasan Lindung.

Kegiatan Belajar 2. Analisis Kawasan Budidaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2009

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang dimaksud

dengan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia, dan sumber daya buatan. Yang termasuk dalam kawasan budidaya adalah:

a.

Kawasan peruntukan hutan produksi, yang meliputi: kawasan hutan produksi
terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat
dikonversi;

Kawasan hutan rakyat;

Kawasan peruntukan pertanian, yang meliputi: pertanian lahan basah, pertanian
lahan kering, dan hortikultura;

Kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas
perkebunan yang ada di wilayah provinsi;

Kawasan peruntukan perikanan, yang meliputi: perikanan tangkap, kawasan
budidaya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan;

Kawasan peruntukan pertambangan, yang meliputi: mineral dan batubara,
minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah di kawasan pertambangan;
Kawasan peruntukan industri, yang meliputi: industri kecil/rumah tangga,
industri agro, industri ringan, industri berat, industri petrokimia, dan industri
lainnya;

Kawasan peruntukan pariwisata, yang meliputi: semua jenis wisata alam, wisata
budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya;

Kawasan peruntukan permukiman, yang meliputi: permukiman perdesaan dan

perkotaan;
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j. Peruntukan kawasan budi daya lainnya, yang meliputi: instalasi pembangkit

energi listrik, instalasi militer, dan instalasi lainnya.

Tahapan menganalisis Peta Kawasan Budidaya adalah sebagai berikut:

- Peta Kawasan Lindung di-overlay-kan dengan Peta Penggunaan Tanah, hasilnya
di-overlay-kan dengan Peta Lereng, dan terakhir overlay-kan dengan Peta
Wilayah Ketinggian;

- Delineasi semua wilayah dengan jenis penggunaan tanah budidaya, lereng
kurang dari 40 %, dan ketinggian di bawah 1.000 m dari permukaan laut pada
Peta Kawasan Lindung yang sudah dibuat;

- Semua wilayah yang terdiri dari jenis penggunaan tanah budidaya dan berada
pada lereng kurang dari 40 % serta ketinggian di bawah 1.000 m itulah yang
merupakan Peta Kawasan Budidaya;

- Kawasan Budidaya ini harus berada di luar Kawasan Lindung;

- Peta Kawasan Budidaya yang sudah dibuat pada Peta Kawasan Lindung itulah

yang disebut Peta Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.
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